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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa tinjauan UU no. 23 tahun 2011 dan PP no. 14 tahun 

2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat terhadap legalitas dan sistem 

pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya yaitu: 

       Pertama, mengenai legalisasi yayasan Yatim Mandiri Surabaya memang 

belum sesuai aturan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014. UU 

pasal 18 dan PP pasal 57, 58, 59 ini menjelaskan bahwa lembaga amil zakat 

(LAZ) harus mendapatkan izin Menteri keagamaan atau pejabat yang 

ditunjuk Menteri. Saat ini yayasan Yatim Mandiri belum mendapat izin 

sebagai lembaga LAZ di Kementerian Agama dan saat ini masih diproses. 

Dengan adanya memotarium perizinan karena awalnya beberapa pasal yang 

diajukan untuk dijudical review di MK maka baru dibuka oktober 2014. 

       Kedua, sistem pengelolaan lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri 

telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 

tentang pelaksnaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat Yatim  Mandiri 

dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. Konsumtif untuk mustahik 

yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya dan produktif untuk 

memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan usaha guna meningkatkan 

ekonomi mustahik. 
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B. Saran 

1. Hasil amandemen UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 

tentang pelaksanaan pengelolaan zakat sebelumnya harus ada kerja sama 

pemerintah dan masyarakat khusunya pengelola zakat dalam keselarasan 

yang ada di lapangan untuk diterapkan dalam aturan tertulis. Kemudian 

setelah ditetapkan perlu disosialisasikan lebih lanjut guna menertibkan 

masyarakat, pemerintah dan instansi terkait.  

2. Dengan adanya sistem pengelolaan zakat yang telah diatur dalam UU No. 

23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan 

pengelolaan zakat, masyarakat diharapkan bijaksana dalam memilih 

lembaga yang komperhensif dan profesional untuk dipercayai sebagai 

pengelola zakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tertentu. 

 


